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BAB VI 

PENUTUP 

Dalam bab penutup, dari rangkaian penulisan skripsi ini, penulis 

merumuskan beberapa pokok pemekiran sebagai suatu kesimpulan serta saran 

yang bermanfaat bagi peranan kepala adat dalam hal ini sebagai pihak kedua, atau 

ketua suku dari Suku Lotas Dawan dan Lotas Belu, tokoh masyarakat dari kedua 

suku yang  berkonflik. 

6.1 Kesimpulan  

1. Aspek Menciptakan Forum 

Dalam mengadakan pertemuan bersama untuk menciptakan forum 

menyelesaikan konflik tanah ulayat, pertemuan ini dilakukan dilokasi yang 

dipersengketakan lotas dan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua 

Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu. Pihak kedua (kepala adat) sebagai upaya 

penyelesaian dan pengendali konflik tanah dapat dilihat dari peranan kepala adat 

untuk mengadakan pertemuan kedua Suku Lotas Dawan dan Lotas Belu, yang 

dihadiri oleh kedua tokoh masyarakat, dan masyarakat yang berkonflik turut hadir 

untuk melaksanakan pertemuan demi mencari jalan keluar untuk menuju jalan 

perdamaian. 

2. Aspek Penyelesaian Masalah 

Pada aspek penylesaian masalah, kepala adat melakukan kerja sama 

dengan pihak yang berkonflik Lotas Dawan dan Lotas Belu untuk menyelesaikan 

permasalahan tanah ulayat dengan cara adat dan merumuskan agenda dalam 

mendiasi dengan melalui beberapa tahap yakni menciptakan rasa aman, tutur 
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sejarah penguasaan tanah dari kedua pihak Lotas Dawan dan Lotas Belu yang 

berkonflik dan tahap mendamaikan pihak yang berkonflik. Kepala adat bersama 

pihak yang berkonflik meninjauh lokasi sengketa tanah tapal batas wilayah, tanah 

adat agar menemukan jalan untuk proseses secara damai. 

3. Aspek Pengambilan Keputusan  

Pada aspek pengambilan keputusan, kepala adat berhasil mengadakan 

pertemuan tahap ahkir untuk membentuk para pihak yang berkonflik dalam 

perbedaan-perbedaan pemahaman antara Pihak Lotas Dawan dan Lotas Belu yang 

berkonflik, atau mendesak pihak yang berkonflik untuk  menerima setiap 

keputusan yang dikeluarkan agar persoalan tersebut dapat diselesaiakan dengan 

aman dan baik dan kepala adat juga menginginkan pihak yang berkonflik untuk 

membuat tanda perjanjian berupa 1 ekor sapi, beras 100 kg, dan uang 

Rp1.5000.000 dengan melakukan perdamaian secara adat di lokasi yang 

persengketahkan. 

 

6.2 SARAN 

1. Masalah perbatasan tanah ulayat antara Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas 

Belu meskipun sudah ada hasil kesepakatan bersama antara kedua Suku Lotas 

Dawan dan Suku Lotas Belu dengan berdamai secara adat, namun dalam 

proses penyelesaian belum ada.  

2. Upaya penyelesaian dalam hal ini kepala adat di harapkan dalam pengambilan 

keputusan secara bijaksana sesuai dengan warisan tutur sejara yang benar agar 

tidak terjadi ketimpangan pengusaan dan persoalan baru di kemudiaan hari, 
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dan juga kepala adat harus betul-betul netral dalam menjalankan tugas dan 

peranannya yang dipercyakan oleh pihak masyrakat Suku Lotas Dawan dan 

Suku Lotas Belu yang berkoflik agar tidak ada kesalapahaman antara kedua 

suku ini.  

3. Perlu adanya peta untuk mengetahui secara jelas dan pasti letak perbatasan 

tanah agar tidak terjadi konflik dan kesalpahaman antara pihak-pihak Lotas 

Dawan dan Lotas Belu. 
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